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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI TABANAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah, Dan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 19538 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5679);Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
194,2017)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4598);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor
14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor
14);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 - 2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun
2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 28);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2016 nomor 9,
Tambahan  Lembaran Daerah  Kabupaten
Tabanan Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan
Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan  Lembaran Daerah  Kabupaten
Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2016-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tabanan.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah  Perangkat Daerah pada  Pemerintah
Kabupaten Tabanan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya
saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan = kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disingkat sebagai RPJPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun
2005 sampai tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun yang menjabarkan visi dan misi
pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
atau disebut dengan rencana pembangunan
tahunan daerah.

Rencana Statergis Perangkat  Daerah  yang
selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen
perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1
(satu) tahun.

Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan
yang disusun untuk mencapai sasaran hasil
pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari
anggaran pemerintah/daerah sebagai bagian integral
dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.



(1)

(2)

(3)

(4)

17. Kegiatan adalah Bagian dari Program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan umber daya baik yang berupa personil
(Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.

18. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi,
baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun
keluaran dan dampak yang tercantum di dalam
dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai dan tidak kaku.

19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan,
proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
program atau kegiatan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Renstra PD adalah implementasi RPJMD yang menggambarkan :

a. Gambaran umum Perangkat Daerah; dan

b.Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, program
dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam

Rancangan Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan
Rancangan RKPD.

Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.

Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Kepala
Daerah setelah RKPD ditetapkan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Rincian Renstra PD Kabupaten Tabanan diuraikan dalam 6 BAB, dengan
Sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan PD.

BAB 1II GAMBARAN UMUM
Menguraikan Tugas dan Fungsi serta Struktur organisasi,
Sumber Daya PD.

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran jangka
menengah, strategi dan kebijakan PD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF Bab ini menguraikan tentang Rencana
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan pada
PD.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada
Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah; dan
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 54



	NI PUTU EKA WIRYASTUTI

